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ABSTRAK

Untuk melindungi  konsumen, Pemenintah telah mengeluarkan  Undang-
undang Perlindungan Koosumen (UUPK) Nomor & Tahun 1999 yang amtara lain
dalam pasal 18 mengatur tentang Jarangan pencantuman klawsula baku oleh pelaku
usaha, pada setiap dokwmen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengaliban
tanggung jawab pelaku usaba, Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan
kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan
berkontrak.

Pokok permasalabian vang penulis bahas adalah, apakah prakiek pencantuman
klausula baku telah sesuai dengan UTUPE, bagaimana bentuk substansi klausula baku
vang dilarang dalam penawaran barang dan jasa, serta kemana dan bagaimana
konsumen dapat menyelesatkan perselisihan apabila terjadi perselisihan  antara
konsumen dengan petaku usaha,

Metode peneliian yanp penulis gunakan adalab Yueridis Normatif, vakni
pendckatan  vang menekankan pada aspek hubum  beckenaan  dengan  pokok
permasalahan yang dibahas, dikaitkan denpan amran-aturan vang ada, dalam hal ini
Undang-undang  perlindungan  konswmen, Sifat penelian yanp penulis punakan
adalah deskriptif yaiu penehitian yvang bertujuan menggambarkan suatu keadaan
secara objekrof,

Di Indonesia, femyata perjanjian vang banyak digunakan di kalangan
perbankan merupakan perjanjian bakw/standar vang memuat berbagai bennek klausula
lrakes, Bal ini merupakan pilihan vang ddak dapar dilindari, terutama untuk dapat
melayvani nasabah secara cepat, praktis, cfektif dan efesien, serta retap memilil
kepastian hukum. Pada dasarnva menurut UUPE pengpunasn klausula baku dalam
perjanjian baku tdak dilarang vang dilarang adalah pecjangizn baku yang memuat
Klausula baku yang isi, letak, bentuk daniatau penpungkapannya dapat merugikan
konsumen dan juga klausula baku yang memuat penpaliban atau pembebasan
tangpung jawab pelaku wsaha, yang disebut juga dengan klausula eksonerasi. Dalam
prakick, apabila terjadi sengkela amtara pelaku wsaha denpan koosumen, maka
menurul pasal 45 ayat 2 UUPK dapat diseleswikan melalui pengadidan dan diluar
pengadilan berdasarkan pilthan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa dimulai
dart penvelesalan di luar pengadilan melalui BPSK dengan berbapai cara. Apabila
para pihak telah sepakat, waka proses di pengadilan eidak diperlukan, Proses di
pengadilan baru dilakukan, apabila para pihak tdak mendapat kesepakatan atan untuk
melegalisasi kesepakaatan yang telal dibuat para pihak apar mendapat kekuatan
hukum vang pasti. Berdasarkan analisa dapat dikemukakan balwa pencantuman
klasula Daku di bidang perbankan telah sesuai dengan UUPK, namun dalam
pencantumnnya lebih banyak mengunungkan pelaky usaha.
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Seiring denpan  semakin  majunya  teknologi, Hlm;h;us.ﬁy'a" I.r.!knﬂlugi
informasi telah mempercepat ers globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini teluh
mempertuas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa vanp melewati batas
wilayah suatu negara. Dengan demikian barang atau 1asa vang ditawarkan, baik
produkst dalam negeri maopin produksi luar neperi semakin bervariasi,

Fenomena ini di sate sisi bermanfaatr bagi konsumen, karena konsumen
febib bebas memilih ancka jenis produk barang das jasa vang ditawarkan, akan
tetapi disisi lain hal ini mengakibatkan kedudukan Konsumen dan produsen
menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi ohjek aktivitas bisnis hagi para
pelaky usaba vang berusaba untuk meraih keuntungan vang sebesar-besarnya,
Tidak jarang pelako usaba  melakukan promosi yang menyesatkan  dan
mencrapkan perjanjizn baku vang sangal merugikan konsumen, karena lemahnya
posist tawar (hargaining position) konsumen dalam bal ini

Ketidakberdayuan konsumen dalam menghadapi pefaku usaha, jelas sangat
merugikan kepentingan  konsumen itu sendiri. Oleh sebab it, kedudukan
konsumen perlu dilindungi. Usaha nyata yang telah dilakukan pemeriniah dalam
halini salah satunya sdalah dengan disshkannya Undang-undang Nomor £ Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) vang mulai berlaku tanggal 20

Apnl 2000, Diberlakukannva Undang-undany peclindunean  konsumen  ini
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dibarapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadan akan
segala hak-hak dan kewsjiban-kewajibannya vyang dimiliki terhadap pelaku
usaha.' Disamping it diberlakukannve UUPK jusa diharspkan dapat menjadi
payung vang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang
perlindungan  koasumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur
beberapa hal penting diantaranva adalah  kewajiban-kewajiban pelaku usaha
{produsen) untuk menjamin mutu produk mereka apar tidak merugikan konsumen,
hek dan kewajiban konsumen. penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi
sengketa seria sanksinya,

Undang-undang perlindungan konsumen sclain mempertepas hak-hak
masyarakal sebagal konsumen, juga telah meogatur berbagai macam larangan
vang dikenakan kepada pelaku usaha. Pencantuman larangan tersebut bertujuan
untuk menjamin bahwa barang dan‘/ataw jasa yang dipakai, dipersunakan maupun
dimanfaatkan oleh konsumen adalah layvak unmk dikonsumsi. Salah =atu bentuk
lzrangan bagi pelaku uwsaha adalab pelaku usaha dilarang membuat dan‘atau
meneantumban klausula bakw pada senap dokumen danfatay perjanjian vang
menyatakan pengaliban tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan ini ferdepat
dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Larangan int dimaksudkan untuk menempartkan
kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan
serkontrak (Penjelasan pasal 18 ayat | UU Mo, 8 Tahun 1999},

Mamun kenvataannya dewasa ini banyak perjanjian dalam dunia ussha

serbentuk perjanjian baku, ini terlihat hampir disetiap bidang kehidupan baik

Crunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Fukum Tentang Peclindurgan Kanswnen, PT
=amedin, Jakara, Hlm. 2.



perbankan, asuransi, penpangkutan, perumahan, dan lain-lain. Peganjian baku
atau perjanjian standar yaitu peganjian dimana format, ist maupun syaral-
syaralnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah sat pihak, arinya klansul
perjanjian ini ditetapkan secara sepihak oleh pelaku vsaha, sehingpa pihak lain
(konsumen) hanya memilik dug piliban vaitu menyetyuoi ataw menolaknya (rake
i o legrve 1),

Hakekatnya perjanyian standar atau penanjian baku vang didalamnya
terdapat klausula baku ridak dilarang namun yvang menjadi permasalahan adalah
diantara beberapa klausula baku tersebut terdapat klavsula yvang disebut klavsula
Veksonerasis yailu suatu klavsela vang mengandung koodisi membatasi atau
bahkan menghapus sama sckali tangpung jawab yang semestinya dibebankan
kepada produsen atau penyalur produk,

Dalam prakiek peganjian dibidang  perbankan umumnva  berbentuk
perjanjian bakw. yang telah disusun dalam zeatu format tertentw. 1st perjanjian
schagian besar memuat klausula-klausula vang hanva memberikan perlindungan
scpada kepentingan  bank, sementara kKepentingan  nasababidebitur kurang
diperhatikan, Pengpunean perjanjian baku dalam bidang perbankan merupakan
milihan vang tidak dapat dilindan terutama untuk dapat melavan nasabah secara
cepal, efisien serta tetap memiliki kepasuan hukum Akibat dar pengeunasn
cenanan baku terschut pasabab tidak mempunyar pilthan lain anlara menolak
=AU meanvetiyul perjanjian lersebut.

D1 kalanpan perbankan Indonesia timbul pertanyaan tentang keberlakuan

s=rizku atau tidak berlaku) Pasal 18 UUPK bae klausula baku vane termuat



dalam dokumen danfatan perjanjian standar yang digunakan oleh pelaku usaha
perbankan, oleh sebab itulah mengingat pentingnya permasalaban perlindungan
konsumen, terutama terhadap konsumen yang terikat dalam perjanjian baku yang
didalamnya terdapat ketentuan klausula baku. Penulis tertarik vntuk melakukan
sudtu tinjauan yuridis temtang apa ssja yang bolch dicantumkan dan tidak boleh
dicaniumkan dalam sebuah perjanjian baku ferulama perjanjian baku yang ada
dalam bidang perbankan di Indonesia, dilihat dari Undang-undang Nomor 8
Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sampai scjauh mana dapat
merugikan konsumen serta bagaimana pelaksanaanya selama ini apakah sudah
sesual dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen atau belum, serta
bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengheta diantara para
pihak. Unluk menjawab semua peranyvaan terscbut penulis akan melakukan
penclitian  dan menganpkamya dalam  judul: “Pelaksanaan Pencantuman
Klausula Baku Dalam Kaitannya Dengan Undang-undane Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen™,

B. Perumusan Masalah
Dan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi
masalah, antara lain -
I. Bagaimana prakiek pencantuman kiavsula baku dikaitkan dengan undang-
undang perlindungan konsumen,
2. Bagaimuna substansi klausula baky yang dilarang dalam penawaran barang

dan/jasa
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A, Klausula Baku Dalam Praktek Ditinjau Dari Sudut Perlindungan

Konsumen.

I3 Indonesia meskipun terdapat pro dan kontra terhadap syarat-syarat baku
dalam perjanjian, tetap banyak dipersunakan bahkan pengounaannya semakin
luas, Penggunaan klausula baku di Indonesia dapat dilthat hampir diselurub
bidang kehidupan tidak saja dibidang perbankan tapi juga terdapat dalam bidang
asurans, pengangkutan, perumahan dan fam-lain.

Penggunagn  dokumen dan‘stau perjampian bakwistandar vanz  heris
“lausula baku di dalam dunia usaha, baik bidang barang maupun bidang jasa, pada
masa sckarang merupakan hal vang tak terbindarkan. karena dumia usaha
memerfukan bentwk dokumen dansatan perjanjian vang mampu mendukung
seccpatan, kepraktisan, efektivitas  dan  efesicnsi transaksi, namun lelap
membenkan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh sehah
fuL pencantuman atau penggunean klavsuela bake & dalam dokumen dandatau
peanjian bake tidak dilarang, kecuali klausula baku vang isinya merugikan
SCHISUTTE.

Menurut Pasal T angka 10 UUPK Klausula baku adslah setiap aturan stau
etentuan dan syarat-syaral vang telah dirancang dan ditetapkan teclebih dahuly

=care sepihak olch pelaku wsaha, untuk kemudian dituangkan dalam suato



dokumen danfatau perjanjian baku, vang telah dibakukan atau distandarisasi
secara sepihak oleh pelaku usaha.

Schingea dapat dikatakean babwa ist klavsela baku bukanlah  hasil
kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen, melainkan hasil ‘pemakssan’
kepada konsumen untuk menerima atau tidak mencrima sama sekali (roke o or
leave it} klausula baku tersebut, schingga memimbulkan kondisi vang tidak setara
antara pelaku usaha dengan konsumen. Akibatnva dokumen danfatau perjamjian
Saku memuat lebth banyak hak pelaku vsaba dan kewsjiban konsumen, danpada
nak konsumen dan kewajiban pelaku vsaha Bahkan tdak jarang pelaku usaha
mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen, sehingea  merugikan
<onsumen, namun konsumen tidak mempoenyai piliban lzin untek mengubahnyg
szrena dokumen danfatau perjanjiannva berbentuk baku/standar,

3 Indonesta, ternyata perjamian vang banvak digunakan di kalanpgan
serbankan merupakan perjanjian bakwstandar vang memuat berbagai Klausula
seeu, vang dirancang dan ditctapkan secara sepibak oleh kalangan perbankan
semdin. Pengpunaan perjanjian baku di kalangan perbankan merupakan pilihan

=2 tdak dapat cdibindari, terutama untuk dapat melayani nasabah secam cepat,
Tmans, cfektif dan efesien, serta tetap memiliki kepastian hukum. Pada dasamya
===urut UUPK pengpunaan perjanjian baku yang mengandung klausula baku
“ze dilarang yang dilarang menurut UUPK adalah penggunasan perjanjian baku
= memual klausula baku yang 151, letak, bentuk danfalau pengungkapannya

oz merugikan konsumen dan juga klavsula baku vang memuat pengaliban atau
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BAB IV

PENLTUP

A, RESIMPULAN
Dari apa vang telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat
ditartk beberapa kesimpulan mengenai perlindungan konsumen pada LML Y E
dan perhindungan hukum terhadap konsumen vang terikat dalam perjanjian baku
rada khususnva, yvaim
l Dalam praktck, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan
perbankan merupakan perjanjian bakwstandar yang memuoat  berbagpad
klavsula baku, yang dirancang dan ditetapkan secara sepihak oleh kalanpan
perbankan sendin. lsi dan pensungkapan klavsulz baku dalam dokumen
darvataw perjandian standar di kalangan ussha perhankan pada umunnya
hanya memberikan perlindungan pada kepentingan pibak pelaku usaha
perbankan, sememara kepentingan nasabah sebagar  konsumen  Kurang
mendapatkan perhatian
= Unek membatast penggueaan klausula baku vang sering merugikan
xonsumen, dalam Pasal |8 UUPK mengatur ketentuan-ketentuan klagsula
baku vang tidak boleh dicantumkan dalam penawaran barang dan/atau jasa
oleh pelaku usaba, Yang mana pada imtinva pelaka usaba dilarang membuat
atau mencantumban klausula baku pada setiap dokumen dan‘atao perjanjian
vang menyatakan penghapusan atau pengalihan tanggung jawab dalam

penawaran barang dan jasa. Apabila ketentvan ini dilangear maka pelaku
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B.

wsaha dapat dikenakan sanksi, dan perjanjian vang telah dibuat dapat
dinvatakan  batal demi hukum dan  mewajibkan pelaku  usaha
menvesuaikannya dengan ketentuan vang terdapat dalam UUPK
Penyelesaian sengketa konsumen dapat disclesaikan melalui dua jalur vaitu:

a. Jalur di luar pengadilan,

Penyelesaian sengketa secara damar dapat ditempuh melalui Badan
Penyelesalan Sengketa Konsumen (BIPSK) dengan berbapai cara mediasi
atau konsilidasi atau arbitrase. Putusan BPSK  bersifat final dan
mengikat Jlika para pthak tidak puas denpan keputusan BPSE, maka
para pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Megeri dan

mengajukan kasasi ke Mahkamah Azung,

- Jalur penpadilan

Sedangkan  penyelesaian  sengheta  melalwi peradilan umum,
membutihkan waktu vang relatif lama. Karena proses acara yang
digunakan adalah proses beracara vang biasa berlaku pada peradilan

LTI

SARAN

Dart semua vang telah jabarkan, berikut beberapa saran vang dapat penulis

serikan dalam penulisan ing;

Lintuk dapat melindung) konsumen. perlu kiranya kepada pemerintah etk

secarp intensit dan efekuf mensosialisasikan UUPK termtama tentang hak-
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